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1.1 Latar Belakang

Pembangunan nosional yang megals mempakan salah satu program
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Uniuk umuahmﬂmn tﬂrgﬁ pembangunan nasional tersebut maka
pemenintahi memerlukan dana dan rencana penganggaran dana yang baik. Rencana
angparan dalam hal pembangunan nasional tercatat pada Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Sedangkan untuk realisasi belanja
pemerintah pusat sendin tercantum pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
(LKPPF). Jika dilihat dori Rencana Anggarsn Pendapatan dan Belonja Negama
(RAPBN) maupun Laporan Keuangan Pemenntah Pusat (LKPP), sumber



penerimaan negara berasal dari peneimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak,
dan penerimaan hibah. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun
2020 (Audited) realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.285,14 T, penerimaan
negara bukan pajak sebanyak Rp 343.81 T, dan penerimaan hibah Rp 18,83 T. Hal
tersebut mengindikasikan bahwa penerimaan pajak menduduki peringkat pertama
sebagai sumber pendapatan terbesar bagi, negara Indonesia, posisi selanjutnya
penerimaan negara bukan pajak. ihah sebagai pendapatan negara
dengan tingkat p C realisasikan program pemerintah
tersebut diby
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Menuerut Anggaran Pendapotan dan Belanja Negara (APBN) 2020, persentase
penerimaan perpajakan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami
peningkatan. Hal ini perlu diapresiasi sebab masyarakal dan pemerintah terus
bekerja sama untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Namun demikian
meskipun penerimaan pajak mengalami peningkatan, penerimaan pajak belum



dapat dikatakan maksimal sebab realisasi penenmaan pajak masih belum

sepenuhnya tercapai dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan pemerintah.

Tabel 1. 1 Target dan Reallsasi Fenerimaan Pajak Tahun 2006 sampal
dengan 2020 (dalam trillun ruplah)

Target Target Belum Reallsasi Fersentase

Tahun Penerimann Direallsasi Penerimaan Penerimaan
Pajak o Fajak Pajak
2016 15392 2552 1,285 R3.48%
2017 14727 1292 13435 91.23%
2008 | 16181 09,3 L5188 93,86%
2000 | 1784 | 2403 1.546,1 86,55%
2020 | 14043 1194 12851 91,50%

Sumber; lm:m Keuangan Pemennizh Pusat {LKPP) [ﬂiﬂhhﬁiﬂl}

‘Berdasarkan Tabe! || dapat diketahu babwa pererimaan papak dar fabun ke
tahun belum menenpai 100%. Kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak terhadap
tﬂmybmnukn}m masih belum optimal. sebab tingkat PEI:IE[iII!II;I‘l pajak
m;l&ﬂwn tinggi rendahnya kepatuhan Wajib l’ajﬁ:. gﬁ}y.ﬁ.ﬂma masih
banyak kssus perpajakan yang menyebabkan kerugian pada negam. Salah satu
kasiis dalam penelitian: Wanarta: dan Mangoting (2014), menjelaskan adanya
praktik kecurnngan perpajakan yang dilakukan oleh PT Asian Agri Group (AAG).
Pr.lkli.l\:-'w‘-dﬂm thugmm menTurmng pmﬂnpatan dan menaikkan
biaya pada SPT tahun 2002-2005. Atas kasus mmm mengalami kerogian
mencapai Rpl.3 T. Fuad Rahmany selaku Ditjen Pajak mengakui kasus tersebut
merupakan kasus far evasion paling canggih di Indonesia, sebab dilakukon secam
sistematis dan sangal terencana hingma PT AAG memiliki unit khusss untuk
mengatur rencana tersebut. Butuh waktu seloma tujub tahun untuk mengupas tuntas
kasus tersebut. Fenomena tersebut pada umumnya tidak jauh berbeda dengan kasus
lain vang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.



Pada kenyataonnya, Wajib Pajak menginginkan laba yang tinggi dan beban
pajak terutong serendah-rendahnya. Untuk mengurangi beban pajak yong mereka
tanggung. Wajib Pajak akan melakukan kecurangan-kecurangan terhadap pajak
karens mercka menganggap bahwa membayar pajak akan mengurangi jumlah
pendapatan, Sehinggn Wajib Pajak melokukan berbagal upaya untuk dapat
meminimalkan kewajiban perpajakannya. Baik dilakukan melalui upaya yang
bersifat legal diperbolehiks [ dang maupun yang bersifat ilegal

lapan pajak (rax én

1 satu isyarat terjadinys prakiik

r merupakan tindakan yang bersifat ilegal untuk®
g, bahkan dengan sengaja menghilangkan k
ga Wajib Pajak tidak perlu membavar paj

ukan denpan cara memanipolas: penghasils
nheritahuan Tahunan (SPT). Dalam pipulasi ini

membayar pajak terutang yang tidak sesuai yang telsh ditetapkan, hingga tidak
melaparkan SPT.

Menurut Ayu dan Hastuti (2009) Wajib Pajak lebih cenderung untuk
melakukan tindakan tfax evasion dibandingkan dengan tex aveiderce. Hal ini
dikarenakan penerapan fax avoidance tergolong lebih sulit untuk dilakukan. Wajib
Pajok harus memiliki wowasan  yang mendalam terkait Undang-Undang



Perpajakan dan mengetahui setiap defailnya sehingga Wajib Pajak  dapat
menemukan  kesempatan untuk  memanfaatkan adanya cefah-celah  aturan
perpajakan. Tindakan rax aveidance membutuhkan seseorang vang ahli dalam
bidang perpajakan dan dapat membual perencanaan pajak untuk menguramgs
jumliah kewajiban pajak terutang, sehingga Wajib Pajak yang akan melakukan
tindakan tax aveidance ini cendenmg lebib.memilih menggunakan jasa konsultan

jib Pajak untuk lebih memilih

terutangnya. Kesuksesan pe'lair.smmn sistem ind berpantung pada integntas din
Wajib Pajak dun kepatuhan terhadap aturan perpajakan. Namun sistem ini juga

memiliki risiko adanya prakiik kecurangan Wajib Pajak yong mengakibatkan
penerimaan pajak negara menjadi berkurang. Perhitungan hingga pelaporan pajak
sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. schingoa apabila Wajib Pajak tidak



memiliki kejujuran, kepatuhan, dan kesadasran yang tinggi maka ia dapat melakukan
kecurangan tersebut.

Penelitian yang membahas mengenai pengaruh sistem perpajakan terhadap
tindakan rar evasion seperti penelitian yang dilaksenakan oleh Susanti (2019)
membuktikan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap tindakan tax
evasion. Su:hngkm dalam pene].mnn Cl isyah (2018) menunjukkan bahwa
dap tindakan tar evasion.
litian yang dilakukan

perpajakan berpengaruh negatif terhadap tax evasion, hal tersebut sejalan dengan
penelitian Chaironisyah {2018) yang menyatokan bahwa teknologi dan mformasi
perpajakan berpengaruh negatif terhadap rax evasion. Namun pada penelitian yang
dilakukan oleh Anggayasti dan Padnyawati (2020) menjelaskan bahwa teknologi
dan informasi perpajakan berpengaruh positif terhadap ray evasion. Hal berbeda
juga diternukan pada penelitian Mentari {2017) vang menunjukkan bahwa teknologi
dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap rax evasion



Pelayanan fiskus menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi Wajib
Pajak terhadap tindakan fax evasion. Menurut Nugroho dan Zulsikha (2012)
kepuasan Wajib Pajok yang ditimbulkan dari kualitas pelayanan fiskus yang baik
akan sangat berpengaruh terhadap Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Kinerja
dan pelayanan fiskes menjudi penilaian tersendini bagi Wajib Pajak. Pelayanan
fiskus vung kurang baik serla adanya okoum yang melakukan penyimpangan
terhadap penerimaan paj
Wajib Pajak terhadap

tax evasion. Penelitian yang d
va pelaymnun fiskus berpengaruh sign
genai tindakon fax evasion, Penelitian
. gdllﬂhkmﬂﬂhw {2016) yang menunj

e fiskus terhadap tindakan tax evas

keserakahan. Tang (2002}

dengan tindakan yang tidak tivist rhadap unng menjadikan
seseorang bersedia melakukan apapun untuk mendapatkan banyak usng. Hal
tersebut akan menciptakan pandangan babwa tax evasion merupakan tindakan yang
etis dan dapat diterima. Fenomena tersebut diartikan oleh Rosianti dan Mangoting
{2015) sebagai tolok ukur perbedaan antara seseorang dengan high money ethic dan
fow money ethic. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Atmoko (2018)
money ethic berpengaruh negatif terhadap tindakan tax evasion. Namun pada



penelitian Razif dan Rasyidah (2019) money ethic berpengaruh positif terhadap
tindakan tax evasion. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian vang ditemukan
Ramadhani (2017) yang menyatakan maney ethic berpengaruh positif terhadap
tindakan sav evasion.

F‘aru:hngm mug Ir.nfnug penilaian etis atau tidaknya suatu tindakan

ﬂﬂ'l.l:.Tm' evasion Yin
mencintai oang merupakan

maney Edm:' dengan i z ekstrinsik tidak berhasil

peuelltlun yang dilakukan oleh Atmoko {ZIJIB-] vang menjelaskan bahwa
religiusitas intrinsik berhasil memoderasi hubungan meney ethic dengan fax
evasion. Hal berbeda juga ditemukon pada penelition Khoerunnisa (2021) yang
menjelaskan bahwa varabel religiusitas intrinsik dan religiusitas ekstrinsik tidak
memoderasi hubungan antara money ethic dengan sox evasion.



Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian
variabel bebas. Sampel vang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib
Pajak orang pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Variabel independen
yang digunakan yaitu sistem perpajakan, digitalisasi sistem administrasi
perpajakan. pelayanan fiskus, dan money ethic. Serta religiusitas sebagai variabel

fan i 1 apal kefidakkonsistenan dari hasil
fn i 'nsebelmnny‘a,, maka

pukal qi;ltn]mm sistern  administrasi "‘“.:.-"-”-: aaruh  negatif
dl-?tlﬂlknn!m' evasion .

6. Apakah religiusitas intrinsik memoderasi hubungan antara morey ethic dengan
tindakan tax evasion?

7. Apakah religiusitas ekstrinsik memoderasi hubungan antara moeney ethic
dengan tindakan tar evasion?



1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan penjelasan vang telah dijabarkan di otas, maka tujuan dan
1. Untuk menguji secara empiris pengaruh sistem perpajakan terhadap tindakan
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i money ethic dengan tindakan iax evasion
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evasion, sehingga dapat merunglmthn riset ilmu akuntansi pada bidang
perpajakan. Serta dapat menjadi salah satu referensi pengembangan penelitian
selanjutnya yang berkaitan dengan tindakan rav evasian.



2, Manfaat Praktis
o Bagi penulis dapat digunakan sebagai media untuk mempraktikkan ilmu
vang diperoleh dari perkulishan dan menjadi tambahan pengetahuan
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan sex evasion.
b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. penelitian ini diharapkan
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